BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI

DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah


Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari kebijakan pembangunan yang telah digariskan pada tingkat provinsi maupun nasional, dengan memperhatikan variabel-variabel makro dan sumber daya lokal.  Rancangan kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2016 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan.

3.1.1. Gambaran Perkembangan Ekonomi Dunia

Kondisi perekonomian lokal (Kabupaten Banyumas) tidak bisa dilepaskan dari perkembangan di tingkat nasional maupun global.  Pemahaman atas wawasan global ini penting bagi perancang kebijakan di tingkat daerah karena eratnya keterkaitan perekonomian lokal dan global tersebut.  Berdasar pada laporan yang diterbitkan oleh IMF dan Bank Dunia, ada beberapa informasi penting yang bisa dirangkum, yaitu:

1) Proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang optimis meningkat secara moderat, dari 3,5 menjadi 3,7 pada tahun 2016.  Di negara-negara maju, pertumbuhan diproyeksi meningkat 2,4 persen.  Sedangkan di negara-negara berkembang, pertumbuhan diproyeksi stabil pada 4,3 persen di 2015, dan meningkat menjadi 4,7 persen di tahun 2016.  

2) Ada kecenderungan pelambatan pada perekonomian Tiongkok, yang pada gilirannya mempengaruhi keseluruhan perekonomian Asia.  Pelemahan laju perekonomian yang lebih lemah diproyeksi akan dihadapi Rusia, karena dampak dari penurunan harga minyak yang cukup signifikan dan meningkatnya tensi geopolitis.

3) Ekonomi India diprediksi tumbuh menjadi 6,5 persen pada tahun 2016, sehingga melampaui proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang berada pada kisaran 6,3 persen.  Prediksi ini menempatkan India sebagai negara dengan pertumbuhan tertinggi untuk negara-negara yang termasuk dalam emerging economy.  Sebagai negara pengimpor minyak yang utama, India memperoleh banyak keuntungan dari pelemahan harga minyak, sehingga investasi untuk infrastruktur dan layanan publik nampaknya lebih menjanjikan di masa depan.

Sementara dalam lingkup internal, tantangan perekonomian Indonesia pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 

1) Neraca perdagangan mengalami defisit, dimana kondisi eksisting menunjukkan bahwa nilai ekspor lebih rendah dibandingkan dengan nilai impor. 

2) Persaingan yang sangat ketat antar negara, terutama di kawasan Asia Tenggara dengan adanya MEA berpijak pada 4 karakteristik utama yakni a single market and production base, competitive economic region, equitable economic development and integrated into the global economy. 

3.1.2. Kerangka  Ekonomi Daerah Kabupaten Banyumas dan Proyeksi Tahun 2016

Kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator makro ekonomi meliputi perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), nilai PDRB Kabupaten Banyumas, Laju pertumbuhan ekonomi daerah, kontribusi sektor dalam perekonomian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten, dan lain-lain. Tabel di bawah ini menunjukkan data kondisi ekonomi makro Kabupaten Banyumas tahun 2006-2013 yang didasarkan kepada data realisasi maupun prediksi/target yang telah maupun akan dicapai.

Tabel 3.1

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun

Kabupaten Banyumas Tahun 2010-2013

	No
	Sektor
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan
	3,71
	1,64
	5,27
	2,10

	2
	Pertambangan dan Energi
	6,91
	4,92
	6,53
	6,35

	3
	Industri Pengolahan
	4,41
	6,52
	6,67
	7,46

	4
	Listrik, Gas, Air Bersih
	8,67
	4,73
	5,67
	8,09

	5
	Bangunan
	6,87
	6,21
	5,58
	6,80

	6
	Perdagangan, Hotel dan Restoran
	7,10
	7,15
	7,16
	7,22

	7
	Pengangkutan dan Komunikasi
	6,27
	8,23
	7,21
	8,08

	8
	Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan
	6,05
	6,66
	5,71
	10,38

	9
	Jasa-jasa
	7,69
	7,27
	4,62
	7,95

	 
	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Banyumas
	5,77
	5,86
	5,97
	6,71


Sumber: BPS, 2014
Tabel 3.2

Distribusi Sektor PDRB Terhadap Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Kabupaten Banyumas Tahun 2010-2013

	No
	Sektor
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan
	21,86
	21,57
	21,28
	20,86

	2
	Pertambangan dan Energi
	1,37
	1,36
	1,34
	1,38

	3
	Industri Pengolahan
	15,99
	15,74
	15,98
	15,60

	4
	Listrik, Gas, Air Bersih
	1,30
	1,30
	1,26
	1,26

	5
	Bangunan
	9,44
	9,44
	9,33
	9,25

	6
	Perdagangan, Hotel dan Restoran
	14,42
	14,40
	14,51
	15,04

	7
	Pengangkutan dan Komunikasi
	8,92
	8,72
	8,66
	8,89

	8
	Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan
	9,37
	9,31
	9,27
	9,61

	9
	Jasa-jasa
	16,86
	17,87
	18,09
	18,12

	 
	PDRB Kab. Banyumas
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00


Sumber : BPS, 2014
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016

Inflasi

Inflasi di Purwokerto memiliki asosiasi yang kuat dan positif dengan inflasi provinsi maupun nasional, artinya tingkat inflasi pada ketiga tingkat tersebut memiliki arah pergerakan dan besaran yang sejalan.
Gambar 3.1 Laju Inflasi Banyumas, Jawa Tengah, Nasional Tahun 2004-2014
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Sumber : Bappeda, Data Diolah, 2015
Gambar 3.2 Laju Inflasi Banyumas, Jawa Tengah, Nasional Tahun 2004-2014
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Sumber : Bappeda, Data Diolah, 2015
Trend analisis yang dilaukan terhadap data historis diatas menghasilkan angka proyeksi inflasi untuk tahun 2016 sebesar 4±1%.  Namun jika memperhatikan data historis, nilai inflasi yang dibawah 5% terjadi pada kurun waktu antara 2009-2012.  Untuk tahun 2016, pencapaian inflasi dibawah 5% mungkin pekerjaan yang sangat sulit dengan memperhatikan tingkat inflasi pada tahun 2013 dan 2014.  Harga minyak dunia memang sedang mengalami penurunan namun tidak ada jaminan trend ini akan berlangsung karena penurunan ini juga berkaitan dengan geopolitik dan isu-isu global.  Minyak telah lama digunakan sebagai alat politik karena mempengaruhi banyak dimensi kehidupan masyarakat di setiap negara.  

Proyeksi dengan metode moving average menghasilkan angka proyeksi sebesar 7,8%, sedangkan dengan pendekatan single exponential smoothing menghasilkan 6,8%.  Dari ketiga pendekatan diatas, target inflasi yang lebih realistis nampaknya adalah 6,8%.
Gambar 3.3 Proyeksi Inflasi
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Sumber : Bappeda, Data Diolah, 2015
Tren Indek Gini

Indeks Gini di Kabupaten Banyumas mengindikasikan semakin melebarnya kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat meskipun masih berada pada rentang menengah.  Pengembangan empat kecamatan kota, yaitu Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, dan Purwokerto Utara memberi kontribusi besar atas terjadinya ketimpangan tersebut.  Hal ini bisa dilihat dari perbedaan PDRB kecamatan yang dicapai oleh empat kecamatan tersebut dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya.
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Pada tahun 2016, trend ketimpangan kesejahteraan bisa jadi akan membaik, karena Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan turun menjadi 2,66%.  Jika dikaitkan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja diindikasikan masuk ke sektor-sektor yang tumbuhnya diatas rata-rata, seperti:

· Keuangan, persewaan, jasa perusahaan

· Listrik, gas, air bersih 

· Pengangkutan dan komunikasi

· Jasa-jasa

· Industri pengolahan

· Perdagangan, hotel, restoran

· Bangunan

Pertumbuhan Ekonomi 

Bila laju pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja sektoral, maka:

Sektor yang tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan kabupaten, yaitu sektor:

· Keuangan, persewaan, jasa perusahaan

· Listrik, gas, air bersih 

· Pengangkutan dan komunikasi

· Jasa-jasa

· Industri pengolahan

· Perdagangan, hotel, restoran

· Bangunan

Sektor yang tumbuh positif tetapi dibawah rata-rata pertumbuhan kabupaten, yaitu sektor:

· Pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan

Selama enam tahun terakhir (2006-2012) struktur perekonomian Kabupaten Banyumas masih didominasi oleh empat sektor, yaitu: sektor pertanian; sektor industri; sektor perdagangan hotel dan restoran; serta sektor jasa. Porsi sektor jasa setiap tahun cenderung meningkat; sedangkan sektor industri pengolahan cenderung menurun. 

Demikian pula kontribusi sektor pertanian yang setiap tahun mengalami penurunan, sebagai akibat menurunnya luas lahan pertanian (luas lahan pertanian Kabupaten Banyumas, tahun 1987, 35.514 Ha; tahun 1996, 33.627 Ha; tahun 2010, 32.307 Ha) dan kenaikan harga produk pertanian yang tidak secepat produk lain.  Jika melihat konfigurasi distribusi sektoral tabel diatas, tidak terlihat adanya pergeseran struktur ekonomi, dimana sektor primer masih mendominasi.  Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada perubahan struktural tidak terjadi.
Gambar 3.4 Proyeksi PDRB 2016
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Sumber : Bappeda, Data Diolah 2015
Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 diproyeksikan dengan analisis trend sebesar 7,2±1%.  Proyeksi tersebut sesungguhnya masuk akal karena data historis pertumbuhan memang menunjukkan kecenderungan yang positif.  Pencapaian angka pertumbuhan tersebut bisa terjadi jika kita mampu mengenali faktor-faktor pengungkit pertumbuhan.  Oleh karena itu penting untuk diidentifikasi sektor-sektor mana saja yang memberi kontribusi pertumbuhan terbesar.  

Pertumbuhan ekonomi memang berkaitan secara kuat dengan investasi.  Namun untuk menumbuhkan investasi, khususnya yang skala industri, perlu dukungan iklim investasi yang kondusif.  Namun untuk kabupaten Banyumas, orientasi hendaknya tidak difokuskan pada menarik investasi dari luar yang berskala industri, tetapi lebih mendorong sektor-sektor UKM yang berada pada sektor jasa-jasa, pengolahan, pertanian/peternakan, dan sebagainya.  Sektor pertanian, meskipun kontribusinya semakin menurun, tetapi secara umum masih dominan dalam perekonomian kabupaten Banyumas sehingga layak untuk terus dikembangkan khususnya pada subsektor yang selama ini menjadi unggulan atau masih potensial dikembangkan.  

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Kondisi perekonomian Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia dan kondisi perekonomian nasional. Prospek perekonomian daerah Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 diprediksikan cukup baik. Kondisi ekonomi global yang semakin pulih akan berdampak pada permintaan ekspor bahan baku semakin meningkat. Daya beli masyarakat yang semakin meningkat akan menumbuhkan konsumsi barang dan jasa (ritel, makanan/minuman, telekomunikasi, otomotif, pariwisata, dll). Nilai konsumsi makanan akan bertambah sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan daya beli masyarakat, terutama makanan praktis atau siap saji. Industri telekomunikasi juga akan terus tumbuh, bisnis data akan tumbuh lebih cepat dibanding voice, dan penggunaan internet broadband akan terus bertambah. Penjualan motor dan mobil diprediksikan akan meningkat. Industri pariwisata akan berkontribusi positif pada industri pendukungnya, seperti: hotel, restaurant, transportasi, retail, dsb. 

Pada tahun 2016 perekonomian daerah Kabupaten Banyumas akan menghadapi beberapa peluang dan tantangan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan populasi produktif yang terjadi, dari satu sisi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabil, namun dari sisi lain menjadi tantangan untuk bisa menjadikan sumberdaya yang memiliki kapasitas sehingga mampu bekerja dalam menghasilkan sumberdaya ekonomi. Oleh karena itu perlu didoring dengan menciptakan budaya kerja keras, inovatif, kreatif dan berjiwa wirausaha.

2. Pertumbuhan penduduk secara tidak langsung menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan rumah dari tahun ke tahun, ditambah lagi kebutuhan akan area perkantoran, mall, pertokoan, hotel, tempat rekreasi, dsb. Kondisi ini menjadi tantangan, mampukah pemerintah dan sektor swasta untuk memenuhinya. 

3. Menipisnya cadangan minyak bumi sebagai sumber energi utama akan berdampak pada Harga minyak akan naik, mencapai harga yang tidak ekonomis 

4. Pergeseran kekuatan ekonomi ke Asia memberikan dampak pada peningkatan pesat permintaan barang dan jasa di Asia, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Menjadi tantangan bagi Kabupaten Banyumas untuk dapat menciptakan produk-produk yang mampu berdaya saing sehingga membuka peluang ekspor ke negara-negara di Asia. 

5. Kabupaten Banyumas sebagai daerah dengan kontribusi terbesar pada sektor pertanian menuntut peningkatan produktifitas pertanian, baik dalam proses pembenihan, penanaman, dan panen Industrialisasi proses pasca panen untuk menghasilkan produk bernilai tambah, serta Penerapan biotechnology untuk menghasilkan bibit unggul maupun obat-obatan.

6. Industri manufaktur memiliki peluang untuk dikembangkan, sehingga diperlukan peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja berdaya saing global, dan fasilitasi penerapan teknologi manufaktur terkini di berbagai sektor untuk meningkatkan kapasitas, kualitas dan efisiensi. 

7. Berlakunya perdagangan bebas antara Asia Tenggara dan China (ACFTA) 2010 dan ASEAN Economic Community (AEC) 2015, menjadikan persaingan antar negara untuk memenangkan pasar perdagangan dan investasi semakin ketat, sehingga menuntut penguatan perekonomian domestik.

8. Kerentanan wilayah terhadap bencana menjadi tantangan untuk meningkatkan mitigasi bencana bencana alam, disertai upaya pengurangan kerentanan baik dari segi lingkungan maupun kesiapan masyarakat. 

9. Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukannya berpotensi mengurangi lahan produktif. 

10. Peluang investasi semakin terbuka, namun menuntut kesiapan daerah dalam menyiapkan sumberdaya dan infrastruktur yang memadai, serta penciptaan iklim yang kondusif. 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 diprediksikan berkisar 6,10%-6,31%, lebih rendah bila dibandingkan asumsi pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah yang berada pada kisaran 6,3-6,7%. Empat sektor utama meliputi: sektor pertanian; sektor industri; sektor perdagangan, hotel dan restoran; serta sektor jasa diprediksikan masih mendominasi kontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Banyumas. Tingkat pertumbuhan ekonomi serta stabilitas dan ketersediaan barang modal produksi, diharapkan akan membuka berbagai lapangan kerja, sehingga dapat menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2016.

Dari sisi penggunaan diprediksikan konsumsi rumah tangga masih memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas. Sementara itu ekspor akan meningkat walaupun pertumbuhannya tidak terlalu besar, seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian di wilayah Eropa dan Amerika. Realisasi investasi diprediksikan akan bertambah sejalan dengan komitmen Kabupaten Banyumas dalam menjaga iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan menjaga kondusifitas keamanan dan politik, dan meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan infrastruktur pendukung investasi, dan pengembangan IKM dan UMKM.

Laju inflasi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 diperkirakan berada pada kisaran 4,5-6,5%, lebih tinggi bila dibandingkan asumsi laju inflasi Jawa Tengah yang berkisar antara 5±1. Perkembangan inflasi yang relatif terkendali ini akan mempengaruhi peningkatan daya beli masyarakat. Terlebih lagi suku bunga pinjaman perbankan yang relatif stabil, bahkan beberapa bank menawarkan suku bunga yang cukup kompetitif, sehingga menarik minat masyarakat terhadap barang dan jasa. Peningkatan daya beli ini akan meningkatkan konsumsi rumah tangga maupun untuk keperluan bahan baku industri. 

Berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Banyumas saat ini, serta memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka perekonomian Kabupaten BanyumasTahun 2016 dan Tahun 2017 dapat di prediksi sebagaimana tertuang dalam table 3.3. 

                                        Tabel 3.3

Perkembang Ekonomi Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2014, 

                      dan  Target Tahun 2015 - 2017 

	No
	Lapangan Usaha
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	1
	Pertumbuhan Ekonomi (%)
	   6,71
	  6,71 *
	   6,15
	   6,18
	6,20

	2
	Inflansi
	   5,75
	  7,09
	   5,20
	   5,00
	 4,70

	3
	Tingkat Penduduk Miskin
	   18,44
	  18,28*
	  18,67
	   18,06
	17,45

	4
	Tingkat  Pengangguran Terbuka
	   5,46
	  5,37*
	    6,5
	    6,0
	 5,5

	5
	Nilai Tukar Petani
	 101,712
	 101,70*
	  106,05
	106,55
	107,05

	6
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	  73,9
	  73,9*
	  74,43
	  74,80
	75,17

	7. 
	Indeks Gini 
	    0,485
	  0,485*
	 0,475
	0,470
	0,465

	8. 
	Indeks Ketimpangan Wiiliamson
	    0,004
	  0,004*
	 0,0103
	0,0102
	0,0101


Target Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2013 – 2018, masuk dalam Tahap Penguatan PembangunanDaerah yang diarahkan pada upaya  “Terwujudnya Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pengembangan Daya Saing Agribisnis dan UMKM serta Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah yang Menunjang Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat” . Maka kebijakan ekonomi daerah tahun 2016 diarahkan pada peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah sehingga pertumbuhan ekonomi yang iklusif dan berkualitas dapat dicapai.
Upaya yang akan dilakukan antara lain melalui :
1) Pengembangan sarana prasarana perekonomian daerah

2) Meningkatakan daya saing produk UMKM/IKM berbahan baku lokal dengan pola pembentukan dan pendampingan Desa Usaha Mandiri
3) Peningkatan akses pasar dan promosi bagi potensi unggulan di daerah

4) Peningkatan iklim usaha kondusif terutama bagi investasi yang menyerap tenaga kerja yang mendukung ekonomi kerakyatan.
5) Konektivitas antara pusat pertumbuhan ekonomi tinggi dengan rendah dengan meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang semakin baik.

3.2.  Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1. Kerangka Pendanaan

Keuangan daerah merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena itu dalam merencanakan pendapatan daerah harus maksimal tetapi tidak membebani masyarakat dan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

Mengingat keuangan daerah sebagai komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tergambarkan dalm perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah guna rnendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan rnelakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Kabupaten Banyumas didukung APBD yang jumlahnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, APBD Tahun Anggaran 2013 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.037.636.074.236,00, kemudian pada tahun anggaran 2014 APBD Kabupaten Banyumas dapat meningkatan menjadi sebesar Rp.2.233.248.773.827,00 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar Rp.2.479.479.620.813,00,00. 

Berdasarkan data series kurun waktu tiga tahun, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, sebagian besar realisasi pendapatan daerah mengalami peningkatan, dengan prosentase kenaikan berfluktuatif. PAD pada tahun 2013 realisasinya naik sebesar 114,25% bila dibanding dengan tahun 2012. Besarnya kenaikan disebabkan adanya obyek pajak baru yangitu Pajak Air Tanah, PBB-P2 dan BPHTB yang semula Pajak Pemerintah Provinsi dan Pajak Pemerintah Pusat. PAD tahun 2014 naik sebear 29,20% dan tahun 2015 naik sebesar 12,93%. Komponen dana perimbangan pada tahun 2013 realisasinya turun sebesar 0,4% bila dibanding dengan tahun 2012. Turunnya realisasi ini disebabkan adanya obyek pajak yang merupakan komponen bagi hasil, menjadi Pajak Daerah yaitu PBB-P2 dan BPHTB. Dana Perimbangan tahun 2014 naik sebear 6,54% dan tahun 2015 naik sebesar 4,55%. Sedangkan komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah realisasinya naik sebesar 18,01% bila dibanding dengan Tahun 2012 dan pada tahun 2014 naik sebesar 10,66% dan tahun 2015 naik 23,34%.

Realisasi pendapatan daerah dalam kurun waktu 2013 -2015, disajikan pada Tabel. sebagai berikut: 
Tabel 3.3

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013 – 2015

Kabupaten Banyumas

	NO
	URAIAN
	REALISASI

	
	
	2013
	2014
	2015 (APBD)*

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	PENDAPATAN ASLI DAERAH
	   308.349.434.319,00 
	       435.547.056.292,00 
	    385.677.609.443,00 

	1.1
	Pendapatan Pajak Daerah
	   111.290.149.783,00 
	       110.828.686.184,00 
	  113.650.000.000,00 

	1.2
	Hasil Retribusi Daerah
	     35.193.668.496,00 
	        43.892.100.008,00 
	  21.198.953.969,00 

	1.3
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	     10.578.804.726,00 
	        12.338.568.503,00 
	11.674.209.360,00 

	1.4
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
	   151.286.811.314,00 
	       268.487.701.597,00 
	   239.154.446.114,00 

	2.
	DANA PERIMBANGAN
	1.271.384.113.125,00 
	    1.360.313.407.338,00 
	 1.425.217.204.802,00 

	2.1
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
	     64.781.445.125,00 
	        53.083.275.338,00 
	      76.836.266.802,00 

	2.2
	Dana Alokasi Umum
	1.127.939.938.000,00 
	    1.224.710.992.000,00 
	 1.277.833.798.000,00 

	2.3
	Dana Alokasi Khusus
	     78.662.730.000,00 
	        82.519.140.000,00 
	      70.547.140.000,00 

	3.
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
	   457.902.527.792,00 
	       512.513.302.475,00 
	    668.590.269.568,00 

	3.1
	Hibah
	
	
	1.250.000.000,00

	3.2
	Dana Darurat
	
	
	

	3.3
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
	     97.969.873.634,00 
	142.753.771.000,00 
	    149.224.226.800,00 

	3.4
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	   315.634.526.000,00 
	       317.319.844.000,00 
	    450.953.691.768,00 

	3.5
	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
	     44.298.128.158,00 
	52.439.687.475,00 
	67.162.351.000,00

	3.6
	Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
	
	
	

	3.7
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lainnya
	
	
	

	
	JUMLAH PENDAPATAN
	2.037.636.075.236,00 
	2.308.373.766.105,00 
	 2.479.485.083.813,00 


Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Banyumas 2015 
Proyeksi pendapatan tahun 2016 sebesar Rp.2.528.531.940.430,00  mengalami kenaikan sebesar Rp. 49.046.856.617,00 atau sebesar 1,98% dari anggaran pendapatan tahun 2015 sebesar Rp.2.479.485.083.813,00. Proyeksi pendapatan daerah Tahun 2016 ini telah mempertimbangkan peningkatan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah serta Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah, sedangkan pendapatan dari dana perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah besarannya masih mengacu pada angka APBD Tahun 2015 sebelum perubahan.
Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2015 dan tahun 2016 disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 3.4

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas 

Tahun 2015 dan tahun 2016

	No
	URAIAN
	PROYEKSI

	
	
	2015
	2016

	1
	2
	3
	4

	1.
	PENDAPATAN ASLI DAERAH
	    385.677.609.443,00 
	 386.510.078.828,00 

	1.1
	Pendapatan Pajak Daerah
	   113.650.000.000,00 
	 113.900.000.000,00 

	1.2
	Hasil Retribusi Daerah
	        21.198.953.969,00 
	    21.692.483.914,00 

	1.3
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
	          11.674.209.360,00 
	  11.720.810.745,00 

	1.4
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
	      239.154.446.114,00 
	  239.196.784.169,00 

	2.
	Dana Perimbangan
	    1.425.217.204.802,00 
	   1.425.217.204.802,00 

	2.1
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
	          76.836.266.802,00 
	     76.636.266.802,00 

	2.2
	Dana Alokasi Umum
	   1.277.833.798.000,00 
	 1.277.833.798.000,00 

	2.3
	Dana Alokasi Khusus
	          70.547.140.000,00 
	 70.547.140.000,00 

	3.
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
	    668.590.269.568,00 
	   716.804.656.800,00 

	3.1
	Hibah
	            1.250.000.000,00 
	 1.250.000.000,00

	3.2
	Dana Darurat
	
	                                 - 

	3.3
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
	     149.224.226.800,00 
	  149.224.226.800,00 

	3.4
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	      450.953.691.768,00 
	  499.168.079.000,00 

	3.5
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
	          67.162.351.000,00 
	 67.162.351.000,00 

	3.6
	Dana Bagi hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
	                                    - 
	- 

	3.7
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lainnya (Tranfer untuk Desa)
	-                                 
	                               -
.

	
	JUMLAH PENDAPATAN
	     2.479.485.083.813,00 
	     2.528.531.940.430,00  


Sumber Data : DPPKAD Kabuparen Banyumas 2015
Belanja daerah menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 pada dasarnya terdapat dua jenis belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung, Belanja tidak tangsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

 Proyeksi belanja daerah pada tahun 2016 secara komulatif mengalami penurunan dari tahun 2015, dengan prosentase penurunan sebesar 5,05%. Pada pos belanja pegawai terjadi kenaikan sebesar 9,40% untuk mengatisipasi adanya kenaikan gaji pegawai tahun 2016. Sedangkan pada belanja hibah mengalami penurunan sebesar 0,04% dan belanja bantuan sosial juga mengalami penurunan yaitu sebesar 1,31%. Adapun untuk proyeksi belanja langsung mengalami penurunan sebesar 33,66%. Proyeksi belanja daerah tahun 2015 dan tahun 2016, disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 3.5

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Banyumas 

Tahun 2015 dan Tahun 2016

	No
	URAIAN
	TAHUN 2015
	TAHUN 2016
	Prosentase

	2.
	Belanja
	2.663.035.083.813,00
	2.528.513.940.430,00
	

	2.1
	Belanja Tidak Langsung
	1.769.538.020.796,00
	1.887.598.681.452,00
	0,63

	2.1.1.
	Belanja Pegawai
	1.537.499.316.038,00
	   1.655.649.252.601,00 
	-5,05

	2.1.2.
	Belanja Hibah
	29.010.608.500,00
	29.000.000.000,00
	-0,04

	2.1.3
	Belanja Bantuan Sosial
	6.586.160.000,00
	6.500.000.000,00
	-1,31

	
	Bagi hasil Pajak dan Retribusi
	13.472.855.979,00
	13.559.248.391,00
	0,64

	2.1.4
	Belanja Bantuan Keuangan
	 
	
	 

	
	Bantuan Parpol
	1.828.825.400,00
	1.828.825.400,00
	0,00

	
	ADD
	134.903.495.736,00
	134.903.495.736,00
	0,00

	
	Penyelnggaraan Pilkades
	750.000.000,00
	750.000.000,00
	0,00

	
	Dana Desa (Tranfer dari Pusat)
	41.077.257.768,00
	89.291.645.000,00
	117,37

	2.1.5
	Belanja Tidak Terduga
	4.409.501.555,00
	4.409.501.555,00
	0,00

	2.2
	Belanja Langsung
	893.497.062.837,00
	592.718.817.746,00
	-33,66



Data diolah Bappeda Tahun 2015
Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, untuk proyeksi penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2016 sebesar Rp.18.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar 90,77% dibandingkan dengan penerimaan tahun 2015 sebesar Rp195.050.000.000,00. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp17.500.000.000,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sebesar Rp.500.000.000,00. Sedangkan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2016 sebesar Rp.18.000.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar 56,52% dibanding dengan pengeluaran pembiayaan tahun 2015 sebesar Rp11.500.000.000,00. Pembiyaan Neto tahun 2016 adalah nol karena dalam pengalokasian belanja besarnya sama dengan pendapatan. Proyeksi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah tahun 2015 dan tahun 2016, disajikan pada tabel berikut:
Tabel 3.6

Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Kabupaten Banyumas

Tahun 2015 dan Tahun 2016

	No
	Pembiayaan Daerah
	APBD 2015
	APBD 2016
	Prosentase

	1.
	Penerimaan Pembiayaan 
	195.050.000.000,00
	18.000.000.000,00
	-90,77% 

	2.
	Pengeluaran Pembiayaan
	11.500.000.000,00
	18.000.000.000,00
	56,52% 

	
	Pembiayaan Netto
	183.550.000.000,00
	              -
	- 


Sumber Data : DPPKAD Kabupaten Banyumas 2015 
Dengan melihat uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk Belanja Langsung terjadi penurunan yang cukup sigfinikan dari tahun sebelumnya padahal kenyataannya bahwa Belanja langsung setiap tahunnya terjadi peningkatan yang cukup sigfinikan yaitu dapat dilihat pada Realisasi tahun 2012 – 2014 dan pagu Tahun 2015, dimana pada tahun 2012 Belanja langsung sebesar RP 577.496.539.008,00 dan pada Tahun 2014 sebesar Rp. 936.146.401.715,00 dan untuk Tahun 2015 sebesar Rp 893.497.062.837,00 ini belum nanti dalam perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2015, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk anggaran Belanja Langsung dapat diperkirakan terjadi peningkatan  dan peningkatan ini berasal dari peningkatan Penerimaan Daerah dan SILPA Tahun berjalan. Kenaikan Belanja Langsung untuk Tahun 2016 diperkirakan dapat mencapai sebesar Rp. 1.181.000.000.000,00 , kenaikan tersebut terjadi pada penerimaan Daerah yang terdiri dari : Penerimaan Pendapatan Asli Daerah , Dana Perimbangan dan Lain – lain Pendapatan yang sah dari Tahun 2012 s/d Tahun 2014 dan Pagu anggaran Tahun 2015  terus terjadi peningkatan yang sigfinikan dengan rata- rata  kenaikannya sebesar Rp. 246.000.000.000.000,00  sedangkan untuk SILPA Tahun berjalan untuk proyeksi Anggaran Tahun 2016 baru dipasang Angka Rp. 18.000.000.000,00 masih sangat kecil dibandingkan dengan realisasi dari tahun 2013 – 2014 dimana untuk pagu anggaran Tahun 2015 sebesar 195.050.000.000,00 belum nanti diakhir Tahun 2015 dapat dipastikan terjadi SILPA yang lebih besar. Dapat dilihat bahwa SILPA Tahun berjalan  pada Tahun 2012 – 2014  rata- rata setiap tahunnya  terjadi SILPA Tahun Berjalan sebesar Rp. 343.000.000.000,00
Untuk   lebih jelasnya dapat di lihat dalam Realisasi APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2012–2014 dan Pagu Anggaran APBD Kabupaten Banyumas tahun 2015 sebagai berikut  :
Tabel 3.7

Realisasi APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2012–2014 dan Pagu Anggaran APBD Kabupaten Banyumas tahun 2015

	No
	Uraian
	Realisasi (rupiah)
	Pagu 2015
(rupiah)

	
	
	2012
	2013
	2014
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Pendapatan Daerah
	1.815.453.435.554 
	2.037.636.075.236
	2.308.373.766.105 
	2.479.485.083.813 

	1
	Pendapatan  Asli Daerah
	  242.106.509.318 
	   308.349.434.319
	  435.547.056.292 
	385,677,609,443 

	2
	Dana Perimbangan
	1.197.890.395.039 
	1.271.384.113.125  
	1.360.313.407.338 
	1,425,217,204,802

	3
	Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah
	  375.456.531.197 
	 457.902.527.792
	  512.513.302.475  
	668,590,269,568 

	
	Belanja
	1.732.236.268.164
	2.018.052.963.730
	2.285.326.471.224
	2.663.035.083.813

	1
	Belanja Tidak Langsung
	1.154.739.729.156
	1.248.883.347.645
	1.349.180.069.473
	1.769.538.020.796

	2
	Belanja Langsung
	 577.496.539.008
	769.169.616.085
	936.146.401.715
	893.497.062.837

	
	SURPLUS/DEFISIT
	83.217.167.390
	19.583.111.506
	23.097.927.231
	(183.550.000.000)

	
	Pembiayaan Daerah
	
	
	
	

	1
	Penerimaan Pembiayaan
	264.753.793.090
	354.397.165.262
	352.480.276.768
	
195.050.000.000

	2
	Pengeluaran Pembiayaan
	16.500.000.000
	     21.500.000.0000
	24.490.000.000
	11.500.000.000

	
	Pembiayaan Netto
	327.990.276.768
	332.897.165.262
	327.990.276.768
	183.550.000.000

	
	SILPA Tahun Berkenaan
	351.088.203.999
	352.480.276.768
	327.990.276.768
	-


Tabel 3.8

Kerangka Pendanaan Tahun 2016 dan Tahun 2017

	
	
	
	
	
	

	No.
	Uraian
	Jumlah Pendapatan (Rp)

	
	
	Tahun 2016
	Tahun 2017

	1
	2
	3
	4

	 
	PENDAPATAN
	       2,528,331,940,430 
	       2,951,078,534,220 

	 
	 
	Pendapatan Asli Daerah
	          386,510,078,828 
	          450,492,114,220 

	 
	 
	 
	Pendapatan Pajak Daerah
	          113,900,000,000 
	          125,000,000,000 

	 
	 
	 
	Hasil Retribusi Daerah
	            21,692,483,914 
	            23,800,000,000 

	 
	 
	 
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
	            11,720,810,745 
	            12,892,000,000 

	 
	 
	 
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
	          239,196,784,169 
	          288,000,000,000 

	 
	 
	Dana Perimbangan
	       1,425,017,204,802 
	       1,626,710,280,000 

	 
	 
	 
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
	            76,636,266,802 
	            80,000,000,000 

	 
	 
	 
	Dana Alokasi Umum
	       1,277,833,798,000 
	       1,405,616,000,000 

	 
	 
	 
	Dana Alokasi Khusus
	            70,547,140,000 
	          141,094,280,000 

	 
	 
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
	          716,804,656,800 
	          873,876,140,000 

	 
	 
	 
	Pendapatan Hibah
	              1,250,000,000 
	            17,500,000,000 

	 
	 
	 
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
	          149,224,226,800 
	          182,498,140,000 

	 
	 
	 
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	          499,168,079,000 
	          600,000,000,000 

	 
	 
	 
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
	            67,162,351,000 
	            73,878,000,000 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	BELANJA
	       2,726,331,940,430 
	       3,228,078,534,220 

	 
	 
	Belanja Tidak Langsung
	       1,935,891,968,683 
	       2,310,129,000,000 

	 
	 
	 
	Belanja Pegawai
	       1,655,649,252,601 
	       1,821,214,000,000 

	 
	 
	 
	Belanja Hibah
	            29,000,000,000 
	            15,000,000,000 

	 
	 
	 
	Belanja Bantuan Sosial
	              6,500,000,000 
	            13,000,000,000 

	 
	 
	 
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
	            13,559,248,391 
	            14,915,000,000 

	 
	 
	 
	Belanja Bantuan Keuangan
	          226,773,966,136 
	          440,000,000,000 

	 
	 
	 
	Belanja Tidak Terduga
	              4,409,501,555 
	              6,000,000,000 

	 
	 
	Belanja Langsung
	          790,439,971,747 
	          917,949,534,220 

	 
	 
	 
	Belanja Pegawai
	            26,050,202,746 
	            28,500,000,000 

	 
	 
	 
	Belanja Barang dan Jasa
	          358,278,845,991 
	          436,432,117,692 

	 
	 
	 
	Belanja Modal
	          406,110,923,010 
	          453,017,416,528 

	 
	 
	 
	SURPUS/(DEFISIT)
	         (198,000,000,000)
	         (277,000,000,000)

	 
	PEMBIAYAAN DAERAH
	 
	 

	 
	 
	Penerimaan Pembiayaan Daerah
	          216,000,000,000 
	          295,000,000,000 

	 
	 
	 
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
	          216,000,000,000 
	          295,000,000,000 

	 
	 
	 
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
	                                    - 
	                                    - 

	 
	 
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah
	            18,000,000,000 
	            18,000,000,000 

	 
	 
	 
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
	            18,000,000,000 
	            18,000,000,000 

	 
	 
	 
	Pemberian Pinjaman Daerah
	 
	 

	 
	 
	 
	PEMBIAYAAN NETTO
	          198,000,000,000 
	          277,000,000,000 


3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, konsekuensinya tugas dan tanggung jawab daerah semakin besar. Pendapatan daerah yang terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, baik melalui transfer dana dari Pusat maupun penyerahan kewenangan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang harus benar-benar dimanfaatkan dan digunakan untuk mencapai terwujudnya keseiahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan keuangan yang dapat mendorong peningkatan kualitas belanja daerah (quatity of spending) dan benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rnasyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan revisi kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah).

Untuk itu Kebijakan Keuangan Daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah dan selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016. Untuk belanja Program/Kegiatan SKPD (Renja SKPD) sumber dana dapat berasal dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Provinsi, APBN serta sumber dana lainnya
3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah dikelompokkan atas: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. PAD terdiri dari paiak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah; 

2. Dana Perirnbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus; 

3. Lain-lain pendapatan yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, DBH pajak dari propinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. 

Berdasarkan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD. Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi:

1. Peningkatan PAD, dengan upaya : 

a. Mengoptimalkan pendapatan PAD dari Pajak Daerah, langkah-langkah yang   dilakukan adalah: 

· Mengoptimalkan penelitian SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

· Melakukan pemantauan secara terbuka maupun sembunyi untuk mengetahui jumlah tamu yang datang sebagai bahan kroscek terhadap SPTPD yang disampaikan.

· Melakukan pendekatan secara persuasif untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak.

· Memperbaiki basis data Obyek Pajak dan Wajib Pajak.

· Melakukan kerjasama baik dengan Dinporabudpar maupun PHRI dalam upaya meningkatkan kesadaran membayar pajak.

· Mensosialisasikan agar dalam penyampaian SPTPD dilampiri dengan bill (bukti pembayaran). 

· Melakukan himbauan kepada masyarakat, apabila telah melakukan jual beli tanah, pembagian waris, hibah baik hibah biasa atau hibah wasiat segera dilakukan peralihan hak sesuai denga ketentuan.

· Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah.

· Secara bertahap melakukan peninjauan NJOP Reklame, NJOP PBB dan Harga Dasar Air.

b. Mengoptimalkan pendapatan retribusi daerah, langkah-langkah yang dilakukan adalah: 

· Menggali sumber-sumber retribusi daerah dengan memperluas obyek retribusi.

· Meninjau tarif retribusi yang pengenaan tarifnya sudah lebih dari 3 tahun.

· Mengintensifkan pemungutan retribusi darah.

c. Meningkatkan pendapatan dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan, langkah-langkah yang dilakukan adalah : 

· Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah;

d. Mengoptimalkan pendapatan dari sumber Lan-lain pendapatan asli daerah yang sah, langkah-langkah yang dilakukan :

· Mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daerah yang idle melalui kerjasama atau bentuk perikatan lainnya.

· Mengoptimalkan tagihan daerah.

· Melakukan penjualan barang milik daerah yang sudah tidak mempunyai nilai buku tetapi masih mempunyai nilai jual. 

2. Meningkatkan penerimaan Dana Perimbangan, dengan upaya :

Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan, yaitu bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU dan DAK serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;

3. Meningkatkan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan upaya :

Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerlntah Provinsi Jawa Tengah.
3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belenja Daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran daerah. Belanja Daerah dibedakan dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja Langsung yaitu belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Belanja Tidak Langsung yaitu belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Belanja langsung dikelompokkan kedalam Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, dan Belanja Modal. 

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2016 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. 

Adapun kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016, sebagai berikut: 

A. 
Kebijakan Belanja Tidak Langsung 

1. Belanja Pegawai 

Belanja pegawai pada belanja tidak langsung adalah untuk membiayai gaji dan tunjangan PNSD, adapun kebijakannya diantaranya adalah:

a. Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNS disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan dalam rangka perhitungan DAU Tahun 2016 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNS serta pemberian gaji ketiga belas; 

b. Untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD, dialokasikan belanja pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD dan formasi pegawai tahun 2015;

c. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD, dalam kebijakan ini memperhitungkan accress yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan); 

d. Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

e. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Tambahan Penghasilan Pegawai direncanakan naik sebesar 35%.
2. Belanja Hibah 




Belanja Hibah kebijakannya adalah:

a. Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pernerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah (instansi vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi pemerintah (seperti PMl, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesiflk telah ditetapkan peruntukannya. 

b. Penentuan organisasi atau lembaga yang akan diberi hibah dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan serta tidak secara terus menerus dan tidak mengikat, artinya pemberian hibah tersebut ada batasnya dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

c. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah diupayakan jumlah alokasi anggaran belanja hibah dibatasi dan diperjelas format pertanggungjawabannya serta sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah harus mengacu pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012. 
3. Belanja Bantuan Sosial 

Bantuan sosial kebijakannya adalah dalam rangka menjalankan fungsi Pemerintah Daerah dibidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu, dapat diberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat, yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan diupayakan dalam pemberian bantuan sosial harus didasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas keadilan, transparan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas serta diperjelas format pertanggungjawabannya dan sistem prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan sosial harus mengacu pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012. 

4. Belanja Bantuan Keuangan 

Kebijakan belanja bantuan keuangan adalah untuk mempercepat pembangunan infrasturktur perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa, rneningkatkan pelayanan Pemerintahan Desa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta kesejahteraan aparat Pemerintrah Desa dan masyarakat. 

5. Belanja Tidak Terduga 

Belanja tidak terduga kebijakannya adalah anggaran belanja tidak terduga dianggarkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2014 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2016, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup. 
B. Kebijakan Belanja Langsung 

Kebijakan belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pernerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014, diantaranya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Alokasi belanja langsung terkait program dan kegiatan diupayakan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan direncanakan dengan didasarkan pada kebutuhan riil.

3. Perencanaan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan rnasyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasititas sosial dan fasilitas umum.

4. Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa dengan tetap memperhatikan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubanahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedaman Pengelolaan Keuangan Daerah dan mendasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah. sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007. 
3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SILPA) dan untuk pinjaman daerah belum ada rencana untuk melakukan pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang.
Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan untuk pengeluaran pembiayaan penyertaan modal (investasi) untuk BUMD dan PT Bank Jateng, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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